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QANUN KABUPATEN PIDIE 
   NOMOR   3   TAHUN 2005 

 
TENTANG  

PERUBAHAN ATAS QANUN KABUPATEN PIDIE NOMOR 32 TAHUN  2002 
TENTANG PENERTIBAN PEMELIHARAAN TERNAK  

DALAM KABUPATEN PIDIE 
 

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM 
 

DENGAN RAHMAT ALLAH SUBHANAHU WATA’ALA 
 

BUPATI PIDIE, 
 

Menimbang  :  a.  bahwa  untuk kelancaran dalam rangka menyelenggarakan penertiban dan 
pemeliharaan ternak dalam Kabupaten Pidie, dipandang perlu  mengubah 
beberapa ketentuan dalam Qanun Kabupaten Pidie Nomor 32 Tahun 2002 
tentang Penertiban Pemeliharaan  Ternak Dalam Kabupaten Pidie;  

b. bahwa Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pidie 
Nomor  9 Tahun 2005 tentang Persetujuan Qanun tentang Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2005 beserta Lampirannya dan 
Qanun tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Pidie Nomor 32 Tahun 
Tahun 2002 tentang Penertiban Pemeliharaan  Ternak Dalam Kabupaten 
Pidie;serta Penghapusan Barang Millik Pemerintah Daerah Kabupaten 
Pidie;   

c. bahwa untuk maksud tersebut  perlu ditetapkan dalam suatu Qanun. 
 
Mengingat      :  1.  Undang-undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah 

Otonom Kabupaten-kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi 
Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1956 Nomor 
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092); 

2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok 
Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 2824); 

3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian 
(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1974 Nomor 55, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-undang Nomor 43 tahun 1999 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3890); 

4. Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan 
Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik 
Indonesia tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3893); 

5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi 
Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh 
Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2001 Nomor 114, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4134); 

 
6. Undang-undang …………. 
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6. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 

7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); 

8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan 
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia tahun 2004 Nomr 126, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4438); 

9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1968 tentang 
Perubahan Sebutan Kehewanan menjadi Peternakan;  

10. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pidie Nomor 8 Tahun 1987 
tentang Pedoman Penunjuk, Pengangkatan dan Pemberhentian Penyidik 
Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah 
Tingkat II Pidie (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pidie 
Tahun 1988 Nomor 3); 

11. Qanun Kabupaten Pidie Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penertiban 
Pemeliharaan Ternak dalam Kabupaten Pidie. (Lembaran Daerah 
Kabupaten  Pidie Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Pidie Nomor 29). 

 
Dengan Persetujuan Bersama. 

 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PIDIE 

dan 
 BUPATI PIDIE. 

 
MEMUTUSKAN : 

 
Menetapkan :  QANUN KABUPATEN PIDIE TENTANG PERUBAH AN QANUN 

KABUPATEN PIDIE NOMOR 32 TAHUN 2002 TENTANG 
PENERTIBAN PEMELIHARAAN TERNAK DALAM KABUPATEN 
PIDIE. 

 
Pasal  I 

 
Qanun Kabupaten Pidie Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penertiban 
Pemeliharaan Ternak dalam Kabupaten Pidie yang telah diundangkan dalam 
Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Tahun 2003 Tanggal 1 Oktober Tahun    
2003 M bertepatan dengan tanggal 24 Ra’jab 1425 H diubah sebagai berikut : 
 
1. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 4 berbunyi sebagai 

berikut :  
 

“ Pasal 4 “ 
(1) Terhadap pemilik/pemelihara ternak yang menyalahi ketentuan 

sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (1), (2)  dan ayat  (3) 
ternaknya akan ditangkap oleh Team Penertiban di bawah koordinasi 
Badan Kesatuan Bangsa, Perlindungan Masyarakat dan Satuan Polisi 
Pamong Praja Kabupaten Pidie dengan membuat Berita Acara 
Penangkapan; 

 
 

(2) Ternak-ternak ………. 
 
 
 
 
 
 
 


